15. BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.1. DINAS KOPERASI DAN UMKM


Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui lima program, yaitu :

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

a) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif didukung oleh tujuh kegiatan  yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM; Pemantapan Perencanaan Program Pembangunan KUMKM; Akuntabilitas Kinerja Program Pembangunan KUMKM; Fasilitasi dalam Formalisasi Badan Usaha bagi UMKM; Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM serta Pengembangan Pusat Data Koperasi dan UMKM.
b) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif didukung pula dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.740.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.374.190.579,00 atau 97,13 persen. Realisasi anggaran kegiatan secara rinci telah dijelaskan dalam lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dimaksudkan untuk menstimulasi terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha mikro, kecil,  menengah dan koperasi. Dengan terciptanya iklim yang kondusif, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Berikut merupakan keragaan Koperasi pada akhir tahun 2012 dibandingkan dengan kondisi di akhir tahun 2011:
Tabel 4.26.1
Keragaan Koperasi di Jawa Timur Tahun 2011-2012

	NO
	URAIAN
	SATUAN
	TW. IV 2011
	TW. IV Tahun 2012
	TREND

	1
	Total Koperasi
	Unit
	29.145
	29.159
	0,05%

	
	Koperasi Aktif
	Unit
	25.149
	25.449
	1,19%

	
	Koperasi Tdk Aktif
	Unit
	3.996
	3.710
	-7,16%

	2
	Anggota
	Org/Kop
	7.021.337
	7.216.684
	2,78%

	3
	RAT
	Kop
	14.089
	15.306
	8,64%

	4
	Manager
	Orang
	6.070
	6.664
	9,79%

	5
	Karyawan
	Orang
	69.360
	70.950
	2,29%

	6
	Modal Sendiri
	Rp.000
	9.628.586.320
	12.079.723.356
	25,46%

	7
	Modal Luar
	Rp.000
	9.992.158.238
	11.290.221.954
	12,99%

	8
	Total Asset
	Rp.000
	19.620.744.558
	23.369.945.310
	19,11%

	9
	Volume Usaha
	Rp.000
	26.290.748.167
	28.521.817.015
	8,49%

	10
	S H U
	Rp.000
	2.114.755.143
	2.583.377.417
	22,16%


Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim Tahun 2012

Keragaan koperasi di atas menunjukkan perkembangan koperasi selama tahun 2012, koperasi aktif meningkat 1,19 persen menjadi 25.449 unit koperasi. Sedangkan jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan sebesar 7,16 persen menjadi 3.710 unit. Peningkatan jumlah koperasi aktif diiringi dengan peningkatan jumlah anggota menjadi 7,21 juta orang serta peningkatan tenaga kerja yang diserap, baik yang menjadi manager maupun karyawan. Sedangkan dari sisi produktivitas, peningkatan modal, aset, serta volume usaha dan SHU menjadi indikatornya. Dibandingkan dengan kondisi di akhir tahun 2011, pada akhir tahun 2012 modal sendiri meningkat hingga 25 persen dan modal luar meningkat 12,9 persen. Sedangkan volume usaha mencapai Rp 28 Triliun dan SHU sebesar Rp 2 Triliun.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM antara lain melalui penyusunan dokumen-dokumen perencanaan (review renstra, renja dan DPA), penyusunan laporan kinerja pembangunan koperasi dan umkm yang dapat memberikan berbagai informasi terkait pencapaian dan permasalahan-permasalahan sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di masa yang akan datang, penerbitan 15000 eksemplar buletin lensa UMKM yang secara tidak langsung dapat memberikan inspirasi dan informasi bagi para pelaku koperasi dan umkm serta penanganan pengaduan publik terkait pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, sehingga ke depannya pelayanan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif antara lain : praktik bisnis dan persaingan usaha yang semakin ketat dan terkadang mengarah pada persaingan tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, proses perijinan yang terkadang terlalu panjang dan menimbulkan berbagai pungutan tidak resmi. 


Percepatan penciptaan iklim usaha yang kondusif, khususnya bagi Koperasi dan UMKM dilakukan melalui identifikasi debottlenecking (peraturan – peraturan yang menghambat sekaligus menimbulkan eksternalitas negatif), peningkatan kualitas pelayanan kepada Koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap, serta identifikasi kebutuhan program pembangunan KUMKM di Jawa Timur.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah didukung oleh sebelas kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Pertanian dan UMKM Anggotanya; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Peternakan dan UMKM Anggotanya; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Perikanan dan UMKM Anggotanya; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Perikanan dan UMKM Anggotanya; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Perdagangan dan UMKM Anggotanya; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Pertambangan dan Industri serta UMKM Anggotanya; Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Perkebunan dan UMKM Anggotanya; Peningkatan Kualitas Produk UKM dan Fasilitasi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur; Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan dan Pengembangan Sistem Insentif bagi Wirausaha Baru; serta Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM.
b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah didukung pula dengan pagu anggaran sebesar Rp 43.640.427.070,00 terealisasi sebesar Rp 41.428.469.649,00 atau 94,93 persen. Realisasi anggaran kegiatan secara rinci telah dijelaskan dalam lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dimaksudkan untuk secara berkesinambungan  melakukan pengembangan wirausaha, terutama bagi wirausaha baru serta untuk meningkatkan daya saing koperasi dan umkm di Jawa Timur. Dengan semakin meningkatnya wirausaha serta daya saing koperasi dan umkm di Jawa Timur, diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian di Jawa Timur secara nyata dan berbasis ekonomi masyarakat sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif.


Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai inkubator bisnis bagi UMKM yang telah mendampingi 320 UMKM. Dan telah dilaksanakan pendampingan HAKI bagi 200 UMKM. Selain itu, telah dilaksanakan pula pemberdayaan KUMKM melalui optimalisasi peran klinik KUMKM Jawa Timur, di mana klinik KUMKM ini menyediakan 10 jenis layanan, yaitu layanan konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan, pelatihan singkat, akses pembiayaan, akses pemasaran produk UMKM, pusat pustaka enterpreneurship, mobil klinik UMKM, IT enterpreneur serta TV UKM online. Hingga akhir tahun 2012, klinik KUMKM telah melayani 2.113 KUMKM. 


Selain itu, telah diberikan pula pelatihan keterampilan bagi 11400 UMKM dan diklat vocasional bagi 2.850 anggota Kopwan. Setelah diberikan diklat vocasional tersebut, anggota kopwan bersangkutan diberi bantuan stimulan sebagai modal awal untuk usaha. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kewirausahaan, baik bagi koperasi maupun UMKM.


Di sisi lain, peningkatan kapasitas usaha koperasi di berbagai sektor telah dilakukan pula melalui beberapa kegiatan antara lain  di sektor peternakan, perkuatan permodalan bagi koperasi pangan, koperasi agribis, koperasi tebu rakyat serta hibah bagi 100 koperasi masyarakat desa hutan (KMDH). Sedangkan untuk koperasi di sektor peternakan diberikan hibah sapi perah dan kambing. Dan untuk koperasi sektor perikanan, diberikan perkuatan modal. Dan untuk koperasi yang bergerak di sektor perdagangan, telah diberikan perkuatan modal untuk 150 koppontren yang bergerak di ritel.

d) Permasalahan dan Solusi

Terkait dengan kewirausahaan dan daya saing Usaha Kecil Menengah, permasalahan yang sering dihadapi yaitu masih banyak Koperasi dan UMKM yang belum dapat mengoptimalkan sumber dayanya. Sehingga solusi atas permasalahan tersebut diarahkan pada pengoptimalan sumberdaya yang dimiliki Koperasi dan UMKM, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan, pendampingan, serta pemberian bantuan sarana peralatan usaha untuk meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM di Jawa Timur.
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah didukung oleh delapan kegiatan yaitu Fasilitasi Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM; Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP/USP-Koperasi; Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP/USP-Koperasi; Peningkatan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam; Peningkatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam; Fasilitasi Permodalan KSP/USP-Koperasi; Peningkatan Sinergi antar UMKM dan Lembaga-lembaga terkait; serta Promosi Produk UMKM melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri. 

b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah didukung pula dengan pagu anggaran sebesar Rp 38.913.473.000,00 terealisasi sebesar Rp 37.749.047.811,00 atau 97,01 persen. Realisasi anggaran kegiatan secara rinci telah dijelaskan dalam lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM ini dimaksudkan untuk secara berkelanjutan memberikan fasilitasi bagi umkm dalam mengembangkan usahanya.

Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini, antara lain fasilitasi sarana promosi melalui optimalisasi gedung pamer dan gedung souvenir Jawa Timur. Selama tahun 2012, gedung souvenir yang menyediakan berbagai jenis souvenir produk UMKM Jawa Timur telah mencapai omset sebesar Rp 328 Juta. Sedangkan gedung pamer yang menyediakan berbagai produk batik khas Jawa Timur telah mencapai omset sebesar Rp 1,2 Miliar. Dengan fasilitas gedung souvenir dan gedung pamer ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi umkm di Jawa Timur untuk mengenalkan dan memasarkan produknya. Selain itu, diberikan pula fasilitasi pada UMKM melalui keikutsertaan dalam event pameran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama tahun 2012, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi ratusan UMKM dalam 60 event pameran (dalam dan luar negeri). Adapun produk-produk yang dipamerkan antara lain batik, bordir, perhiasan, furniture, produk hasil olahan agribis, serta berbagai bentuk handycraft lainnya.

Dilakukan pula kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan koperasi simpan pinjam (KSP/USP) yang secara tidak langsung juga diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha, terutama bagi umkm. Kegiatan tersebut antara lain bimbingan teknis SKKNI bagi pengelola KSP/USP-Koperasi, bimbingan teknis manajemen koperasi serta pelaporan keuangan bagi kopwan, sosialisasi perpajakan bagi pengelola KSP/USP-Koperasi, serta workshop ekonomi syariah dan penyelenggaraan expo pembiayaan KSP/USP-Koperasi yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembiayaan yang disediakan oleh KSP/USP-Koperasi serta secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perkoperasian. Di sisi lain, optimalisasi peran Komisi Pengendalian Koperasi Simpan pinjam (KPKS) terus dilakukan dalam rangka pemberantasan praktik bank gelap. 
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM terkait program kegiatan ini adalah masih banyaknya KSP/USP-Koperasi ’gelap’ yang dalam operasionalnya tidak memperhatikan prinsip-prinsip Koperasi. Untuk mengatasi kondisi ini, diupayakan optimalisasi KPKS (Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam), baik yang ada di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab./Kota. Selain itu, terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman tentang Koperasi Simpan Pinjam. Di samping itu, terus dilakukan pula upaya fasilitasi linkage program antara KUMKM dengan perbankan untuk mengatasi permasalahan utama KUMKM dalam hal permodalan.
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi didukung oleh dua belas kegiatan yaitu Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi; Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi; Apresiasi Koperasi Berprestasi; Penataan dan Penertiban Kantor Cabang Koperasi; restrukturisasi Koperasi melalui Lintas Pelaku Pendirian Badan Hukum Koperasi; Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi; Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas; Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM; Peningkatan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya; Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya; Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi; serta Peningkatan Peran Dekopin.

b) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi didukung pula dengan pagu anggaran sebesar Rp28.215.599.930,00 terealisasi sebesar Rp27.281.274.907,00 atau 96,69 persen. Realisasi anggaran kegiatan secara rinci telah dijelaskan dalam lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar eksistensi koperasi ini memberikan kontribusi dalam perekonomian Jawa Timur.
Keberhasilan program ini didukung pula oleh peningkatan kualitas kelembagaan kelompok pra koperasi atau rintisan koperasi berupa penyaluran hibah permodalan bagi 100 kelompok LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Masing-masing kelompok tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 25 Juta. Diharapkan bantuan hibah ini dapat menjadi modal awal bagi LMDH bersangkutan untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam memanfaatkan meningkatkan nilai tambah hasil hutan dan menjadi rintisan koperasi.

Selain itu, keberhasilan program ini didukung pula oleh kegiatan penyelenggaraan diklat oleh UPT Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Selama tahun 2012, telah menyelenggarakan diklat perkoperasian bagi 1140 orang pengelola, pengawas serta anggota Koperasi.
d) Permasalahan dan Solusi
Adapun permasalahan yang dihadapi KUMKM terkait dengan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi adalah masih lemahnya kelembagaan Koperasi. Solusi atas kondisi tersebut yaitu penguatan kelembagaan Koperasi menuju Koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan serta pendampingan, baik bagi para pengurus dan pengelola Koperasi maupun bagi anggotanya. 
5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

a) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro didukung oleh sembilan kegiatan yaitu Fasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS); Perlindungan dan Peningkatan Kepastian Hukum bagi Usaha Mikro; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Layanan Lembaga Keuangan Mikro; Penyediaan Infrastruktur dan Jaringan Pendukung bagi Usaha Mikro serta Kemitraan Usaha; Pengembangan Usaha Mikro pada Sentra-sentra Produksi/klaster; Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Mendukung Gema Sejahtera, Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan bagi Usaha Mikro; Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro; serta Jalinkesra Penanganaan Rumah Tangga Sangat Miskin. 
b) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro didukung pula dengan pagu anggaran sebesar Rp 47.372.700.000,00 terealisasi sebesar Rp 44.686.368.117,00 atau 94,33 persen. Realisasi anggaran kegiatan secara rinci telah dijelaskan dalam lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain penyaluran hibah masing-masing Rp 25 Juta bagi 1000 kopwan berprestasi (sesuai dengan hasil penilaian oleh Perguruan Tinggi). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas koperasi wanita, terutama sebagai bentuk apresiasi bagi kopwan yang berprestasi. Berikut merupakan kinerja kopwan (yang dibentuk pada tahun 2009 dan 2010) hingga triwulan empat tahun 2012 :
Tabel 4.26.2
Kinerja Kopwan (yang dibentuk pada Tahun 2009-2010) s/d Triwulan IV Tahun 2012

	URAIAN
	YANG DIBENTUK TH.2009
	YANG DIBENTUK TH.2010

	Jumlah Kopwan
	3.750
	4.756

	Anggota
	198.883
	198.496

	Pengurus
	12.038
	14.443

	Pengawas
	7.684
	6.513

	Karyawan
	105
	167

	Modal Hibah
	93.750.000.000
	118.900.000.000

	Volume Pemberian Pinjaman (Rp)
	198.555.920.482
	232.736.377.879

	Perputaran Modal (Kali)
	2,12
	2

	Pendapatan (Rp)
	17.282.848.490
	20.986.112.380

	Biaya (Rp)
	7.215.112.925
	8.214.784.955

	Shu (Rp)
	10.025.615.532
	12.681.214.632


Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim Tahun 2012

Selain itu, keberhasilan program ini didukung oleh kegiatan penyaluran perkuatan permodalan bagi kelompok nelayan di TPI serta bagi kelompok PKL di 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Kedua kelompok ini diharapkan dapat menjadi rintisan koperasi di sektor perikanan dan sektor perdagangan.  Dan diberikan pula hibah sarana usaha bagi koperasi peternakan sapi perah. Sarana usaha tersebut berupa milkcan, karpet perah serta ember perah. 

Dalam program ini, dilakukan pula kegiatan pemberian bantuan stimulan bagi 3.142 RTSM di 29 Kab./Kota di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan, terutama golongan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).                                                                                                                                                                                            

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi terkait program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro  sebagian besar merupakan akses terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan. Untuk mengatasi hal ini, usaha skala mikro maupun Koperasi telah difasilitasi melalui bantuan permodalan, baik hibah maupun melalui dana bergulir dan kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, akan terus dikembangkan linkage program antara Koperasi dan UMKM dengan pihak perbankan, untuk menumbuhkan kemandirian Koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan.
e) Penghargaan yang diterima

· Penghargaan yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 yaitu 1st UNS SME’s Awards 2012, kategori Pelaksana klinik bisnis terbaik tingkat Provinsi. Penerimaan penghargaan ini terkait dengan pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, kegiatan Pemberdayaan KUMKM melalui Klinik KUMKM. Adapun klinik KUMKM tersebut memberikan 10 jenis layanan, antara lain : 

1. Layanan konsultasi bisnis

2. Layanan informasi bisnis

3. Layanan advokasi dan pendampingan

4. Layanan pelatihan singkat (short course)

5. Layanan akses pembiayaan 

6. Layanan akses pemasaran produk UMKM

7. Layanan pusat pustaka enterpreneurship

8. Layanan mobil klinik UMKM

9. Layanan IT enterpreneur

10. Layanan TV UKM online
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